
I I ---A'-- _ 

,, 

Republik Indonesia Nornor' 3851); 

Undang-Undang Nornor 15, tahun 2004 tentang Pengawasan 

Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan N egara . 
(Lem bar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

. 4400); 

3. 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

I ' • . ' • . 

Tahun 1999 Nomor 75, Tatnbahan Lembaran Negara . ' . 

1999 ten tang 2. Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 

1. 

c. bahwa berdasarkan pertimb~gan sebagaimana' dimaksud 
. I 

clalam huruf a dan huruf b.: perlu menetapkan Peraturan 
I 

Bupati tcntang' Pro~mm Kerja Pengawasan Tahunan 
r' I I 

Kabupaten Bolaang Mong<?ndow; 
I I 

Undang-Undang Norhor ~9 Tahun 1959 tentang 
I I I 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat rt · di Sulawesi 
I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, T,ambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 

I . 

1822); 

Mongondow;, 
I 

' I 

ahwa untuk maksud tersebut di . atas,' maka disusun 
. I 

Program Kerja Pengawasan .Tah unan Kabupaten Bolaang 
b. 

' I 

Mongondow, maka perlu diselenggarakan fungsi pengawasan ,, 
yang efisien dan efektif; ' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA' ,EpA 
,· 

BUPATI'BOLAANG MONGO'NDOW, 

bahwa u ntuk mewujudkan tata kelola P9merintah ·yang baik 

serta humanis, entrepreneu~, akuntabel' dan transparan di 

,Lingkungan Perrierintah' Daerah Kabupaten Bolaang 
I 

a. 

BUPAT! BOLAANG MONGOND,OW 
I I 

PROVINS! SUJ..,AWESI UTARA 
I 

PBRATURAN BUPATl f?OLAANG MONGONDOW 

NOMOR ~7 TAHUN 2018 

TENT ANG 

pRQGRAM KERJA PENGJ\WASAN TAHUNAN 
' KABUPATEN BOLAAftJG MONGONDOW 

I' . ' 

I ' . I 

Mengingat 

. ' 

Menimbang 

• • 

• I •• 



I I 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

t~nt~ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
• I I I 

sebagairriana telah diubah beberapa -kali terakhir dengan 
• I 

Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 i. . . 
te.ntr3-ng Perubahan Atas 'Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Dae rah; 

10. 

9. 

I 

8. Peraturan Pemerintah Norrior 60 tahun- 2008 tentang Sistem 
. ' 

iPengeridalian Interen Perneriritah' (Lembaran · Negara 
I . 

Republik Indonesia 'Tahun ·:2008 Nomor 127 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
I • I 

Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 ten tang 
I 

Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
I I . 

Tahun 2016 Nomor l lfl;); 
1t l I 

Peraturan Pernermtah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
I I . I 

Pembinaa'n ,df11 Pe'ngawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Pedoman Pemb{naan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
. I 

Pemerintahan Daerah' (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
I • 

' Tahun 2005 · Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara 

'Republik Indonesia Nomor,r4593); 

. 
Peraturan Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

I ' 

Negara Repu blik Indonesia Nq,nor 56d 1b 
' ' I -, 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
I 

. . 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi · 

~ Pemerintahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 

Pemeri~tahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia . . . 
Tahun 2014 Nomor 2241 Tambahan Lernbaran Negara 

\ 
Republik Indonesia ~omor 5~87) sebag~imana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
I I I 

Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
I I 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
I I 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679)~ 

ten tang Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 5. 
I 

I I I 

5234); 

I 

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang 
I I I 

Pembent'ukan Peraturan' Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia · Tahun 2011 , Nomor 82, 
' • I 

Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4. 

I I 

• • 

' I . 



MEML1TUSKAN : : 
I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN 
TJ\HUNAN KABUPATBN BOL4ANG MONGONDOW. '\: 

,',•, I BAB I ... o .. 
I I 

I I. 

I 
20 l 7 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa; 

' 

Nomor 10 Tahun 

Kabu paten Bolaang Mongondow; 
I I 

20. Peraturan 'Bupari Bo\aang Mongondow 

' I 

. . 
Df1-erah Kabu paten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14); 
I 

17. Peraturan Daeran Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 
I 

Tahun1 2017 ten tang An~aran dan Pendapatan Belanja 

.. qaerah Kabupaten Bqlaang Mongondow Tahun Anggaran 
I • • 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Tahun 2007 Nomor 10, , Tambahap, Lembrr8:f1 Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1:0); 
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongcndow Nomor 7 Tahun 2016 

I 

lentang Tata Cara Pengadaan Barang/iJasa Di Desa 
I 

19. Peraturan Bupati, Bolaang 'Mongondow Nomor 28 Tahun 

2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi,1 Tugas dan 
I 

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A 
' 

tentang Pedoman Tata . Cara Pengav.:asan Atas 
' . 

Penyelenggaraan Pemerintahj Daerah sebagaimana telah 
I • ' I 

diu ban .dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NOI!lOr 8 
Tahun ~009 teritang Perubahan ' Atas Peraturan Menteri . ,, 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata 

Car~ Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
I If I I 

· 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TahuJ:11 2015 
I 
I ' tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun' 2015 Nomor 203q); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 110 Tahun 2017 
tentang Kebijakan Perigawasan Penyelenggaraan 1Pemerintah 

I 

Dae rah Tahun 2018; · 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 

I 
Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan 'Susunan Perangkat 

' ' 
Peraturan Menteri Dalam · Negeri Nomor 23 Tahun 2007 13. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

ten tang Lernbaran Daerah dan Serita Daerah; 

. ' Keuangan Daerah. 

13 Tahun · 2006 tentang · Pedoman Pengelolaan .. 
. 

ornor 

I 
Menetapkan 

• • 



I I 

I 

yp-ng antara lain berupa langkah- r 'I 

seluruh proses kegiatan 

I . 

12. ' Pengawasan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah 

Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Pernerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan 
I • . 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur · 

penyelenggara Peran~ld:1.t Desa; 

Pembinaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah 
I ' 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk 
I ,· I 

mewujudkan · tercapainya tujuan penyelenggaraan Perangkat 
I 

Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

1 l. 

prakarsa 

tr'adisional 

kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan 
I 

I I 

masyarakat, · hak asal-usul dan/atau hak 
I I 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 

I I 

perangkat, 

dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. 
I . . 

Desa adalah Desa dan Desa.Adat atau yang disebut dengan 
' . 

I • 

nama lain, selanjutnya . disebut Desa, adalah · kesatuan 
l 

masyarakat h u kurn yang memiliki t:atas wilayah yang 

berwenang urituk mengatur dan .mengurus urusan 
I 

I 
10. 

Mongondow. 
I . I 

Carriat adalah' · Perangkat Daerah sebagai fungsi koordinator 
I I I • 

pelaksanaan seluruh tugas Pernerintahan, Pembangunan . 

I I 

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang 

ln spektorat Daerah Kabupaten Bolaang 'lnspektorat adalah 
I 

I 

Mongondow'. , , 

Inspektur adalah 

. 9. 

3. 

4. 
I 5 . . . 

6. 
• 7 . • 

8. 

. . 
2. P~ny1gkat ·oaerah adalah Organisasi atau lembaga pada 

Pernerintah Daerah . yang- bertanggungjawab kepada .Kepala 
I • ' '' 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di 

Dae rah. 

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 
I , I 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow. 

D PRD adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabu paten 

Bolaang Mongdndow. 

. ·, 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

I 

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Pasal' 1 

I. ~AB 

KETENTUAN UMUM 

1 
1' 

r• 1 I 
I 

I . 



I I 

BAB III .... 

. 
fv!.c:mgondow sebagaimana· tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 1 

I I 

(2) Pelaksanaan Program Kerja sebagaima;na dimaksud dalam 
Ayat 1 dilaku kan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongoridow. 

() ) 
. I 

Pasal 2 

BAB II' I 

RUANO LJNGKVP PELAKSANAA]~~·-p'E°f:JGAW"ASAN 

I ' Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah Kegiatan selain 4 
t I t I 

(empat) · kegianan perigawasan utama .di, .ataa dalam 
menunjang tercapainya fungsi 'pengawaean Inspektorat . . 

I " 

17. 

suatu 
tel ah 

Proses · penilaian kemajuan 
dalam mencapai tujuan' yang 

I 

Monitoring adalah 
' program/ kegia tan 

· ditetapkan; 

16. 

. . 
~ta~ norrna yang telah ditetapkan; 

15. Ev~luasi· adalah . Rangkaian kegiatan membandingkan 

hasil /prestasi suatu kegiatan 'ctengan standar, rencana, atau 
. . 

norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor . . . 
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

I I 
kegiatan dalam mencapai .t.uju<:1,n; 

. tugas dan fu ngsi instansi Pemerirrtah; 
I ' 

14. Reviu adalah Penelaahan ul:8-ng bukti-bukti suatu kegiatan 
I 

untuk · memastikan bahwa kegiatan' tersebut telah 
I 

I 

dilaksanakan sesuai dengan. ketentuan, standar, rencana 

13. 

I • 

' ana!isis dan I evaluasi bukti yang dilakukan secara 
rl I l I 

independen, obyektif dan professional berdasarkan standar · 
I I ' I 

audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
' I I • 

efektivitas, efisiensi dan keandalan inforrnasi pelaksanaan . . 

,, 
langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan 

t I ' • I 

I kegiatan {,lntuk meyakinkan apakah hasil' pelaksanaan dan 
. f . 

penyelesaian suatu p'ekerjaa~. tersebut sudah sesuai dengan 
tujuan dart rencana yang sudah, ditetapkan- berdasarkan 

I . 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
I 

Audit/Pemeriksaan adalah l Proses identifikasi masalah, 
I 



I' 

me,mpengaruhi 
I I 

yang 
I 

faktor-faktor 
I 

menentukan' 

standar, suatu hasil/ prestasi 

i' adalah 
I 

3. Eval uasi; 

efisiensi, ; dan keandalan informasi 
I 
I 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pernerintah . 
' I I 

adalah, Per.eiaahan ·ulang bukti-bukti suatu kegiatan 
I I f I t 

untuk mernastikan' bahwa kegiatan terse but' telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

I t I I 

'1 rencana atau norrna yang 'telah ditetapkan. . 
Rangkaian • kegiatari membandingkan 

' I 
kegiatan i dengan 

' 
rencana, atau norma yang teiah · ditetapkan dan . I. 

2. Reviu; 

' efektivitas, 
' . 

identifikasi masalah, analisis dan . . 
bukti 'yang dilakukan secara independen, 

dan profesional berdasarkan standar audit, 
. . . 

rnenilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

evaluasi 

obyektif 
untuk 

• I 

A. PEf'JDAHULUAN I 

, ,I 
D'alam rangka rnewujud kan Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang 

' I I I t I 

baik) serta menctor,ong adany~ peningkatan pelayanan kepada' masyarakat, maka 
. f • 

fungsi pcngawasan memegang peranah yang: sangat penting dan strategis. 

Denga~ pengawasan yang \ebih, efektif diharapkan penyelenggaraan 
1 I 

pernerintahan clan pernbangunan akan berjalan .lebih efektif dan efisien sehingga 
I kepercayaan masyarakat terhadap pemermtah !akan meningkat. Program Kerja 

I t 

Pengawasan Tah unan meru pakan 'salah satu cara dalam rangka merencanakan , , 
pelaksanaan pcngawasan yang lebih eflsie'n' Gian efektif. 

• I 
I I . ' 

Dalam rangka mclaksanakan Iu ngsi pengawasan pemerintahan tersebut 
I I I 

sebagaimana tclah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nornor ·79 Tahun 2005 
I • ' . . 

tentang. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nornor 110 Tahun 2017 ten tang 

Kebijakan Pengawasan ·.Pehyelenggaraan Pernerintahan Daerah Tahun 2018 serta 
I I 

berdasarkan Peraturan 'Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun . ' 

2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang 
I 

Mongortdow, maka fnspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk 
I , 

Tahun 2018 akan melaku kan kegiatan : 
I 

l. Audity Pemeriksaan ; .adalah 'Proses 

,· 
' I ' PROGRAM KEI"~JA PENGAWASAN T~HUNAN KABUPATEN:BOLAANG 

MONGON DOW 

t I 

TAHU 2018 

2018 

NOMOR 

TANGGAL 

TEN1ANG 

I LAMPIRAN' P8RATURJ\N BUPATI BOLAANG, MONGONDOW 

,. 

• • 



I 

y' I ,, p 

I I 
c. Pengaduan Masyarakat: 

1. Dugaan KKN;. 

2. Penyalahgunaan Wewenang; .. 
3. Hambatan dalarn J)ela:yanan1.masyarq.kat; dan • • 

• I 

BU:\1D; 

2. Pengelolaan Dana BOK dart BOS; dan 

3. Pengelolaan Dana.Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil. 

Perangkat Daerah t Kecamatan / Kelurahan / 

4. Pengelolaan manajernen kas dan pengelolaan persediaan; dan 

5. P,engelolaan Aset. . 

b. Perner.ksaan Reguler i 

1. Pemeriksaan rernadap 

I. AUDIT /PEMERJKSAAN 1 
1 I. 

I , 
a. Perneriksaan Keuangan dart Barang Milik •Daerah : 

I 

1; Per.gelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan. dinas; 
I I . ,I , 

3. Pertanggungjawaban belanja hibah dan 'bantuan sosial; 
' + • I 

pengawasan sebagai beriku t : 

materi 

I Tahun 2016 ten tang Kebijakan Pengawasan Di jLingkungan Kementerian 

Negeri dan ?enyelenggaraan Peme~intaha..r;i. Da'erah Tahun 2017, dengan 
1' 

r• l I 
I 

' I fungsi dan kewenangannya. , 
I I I . 

Berdasarkan kewenangan terse but, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang 
I 

Mongondow untuk Tahun Anggaran 2018 rnenyusun Program Kerja Pengawasan 
. I • 

Tahuhan (PKPT) yang rnengacu' pada Peraturan .Menteri D~am Negeri Nomor 76 

Dal am 

menentukan Pengawasan terhadap urusan, Pemerintahan' di Daerah 
I I • 

dilaksanakan ofeh Aparat Pengawas Intern;1Pemerintah (APIP) sesuai dengan 
• I 

I 

Pasal 24 ayat ( 1) Peraturan Pernerintah Nomor 79 ! Tahun 2005 ten tang 
. I 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
I 

,· 
I Pengawasan Tahunan. 

B. MATER! PEMERIKSAAN 

I 

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya; adalah Kegiatan selain 4 (empat) kegiatan 

pengawasan utama di atas dalam menunjang 
r . 1 tercapainya fungsi pengawasan Inspektorat. : 

Dalam rangka melaksanakan 5 (lirha) kegiatan pokok pengawasan ini, ~aka 

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Program Kerja 
I I I 

I 

4. Monitoring; 

I 
ke berhasilan a tau kegagalan suatu kegiatan dalam 

, , mencapai tujuan. · 
I 

adalah Proses penilaian ' kemajuan suatu 
I 

program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

• I 

I ' 



y. 

Staf Perneriksa 

Pejabat Fungsional Perneriksa 

8 PNS. 
- P2UPD 

- Auditor 

11 bersertifikat Auditor 

7 lulus 'Inpassing Auditor 

Staf Umum . . 8 P~S 

b. Susu nan Tim Perberiksa terdiri dari : 

I ', 

Pejabat Stru ktu ral 

I I. 

f 
1, 

rt I I 

didalami clalarn pemcriksaan ., 

2. Menetapkan Sumber Daya Manu sia 

a. Jumlah APIP : 

I , 

1. Menetapkan Pe11ctekatan P~meriksaan . 
• f • 

a. Reguler, dcngan melakukan pemeriksaan -pada semua aspek antara lain 

Tugas Pokok dan Fu ngsi, Pengelolaan Surnber Daya Manusia., Pengelolaan 
I • I 1 , 

Keuangan clan 'Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

b. Tematik, dengan melakukan perneriksaah pada satu aspek yang perlu 

I 

I 
Metode pengawasan merupakan cara atau langkah' yang ditempuh oleh 

' 
lnspektorat Dacrah Kabu paten Bolaang Mongondow dalam melakukan 

pengawasan untuk, mencapai tujuan pengawasan;: adapun cara / langkah yang 
1 ) 

d itempuh yaitu : , 

' 
-' 

,· 
I 5. Proses Penyelesaian TP ·; 'PGR. 

C. ME'FODE PENGAWASA 

3. Koordinasi Program Pengawasan; 

4. Pendidikan dan Pelatihan / Pengernbangan Profesi; ,dan 

I 

tandar Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan; 
I 

2. Penyu su nan 
' 

I I 
1. Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 

1. Realisasi Pengadaan Barang dari Jasa; dan 

2. Tindak Lanju t Hasil Pengawasan. 

V. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA 

. I I • 
' III. EVALUA 1 

I 

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi; , 

2. Evaluasi Laporan Kinerja SKPD; dan 

3. Evaluasi Tiridak Lanjut Hasil Pengawasan. 

IV. MONITORING 

!3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan . 

4. Reviu Pengadaan Barang Jasa dan Penyerapan Anggaran. 

I I 
' 2. Reviu Laporan Keuangan Daerah; 

I 

4. Pelanzzaran disiplin PNS'. ' op I ,, 

n. REVIU 

1. Reviu Dokumen Prrencana~ dan Anggaran Daerah; 

·,· 
I I 



I 
I I 

I I. 

I 
1, 

,, I I 
I 
I 

I I 

' I 

,I 
I 

Demik.ian Program Kerja Pengawasan Tahunan Kao. upaten Bolaang 
I I 

I ' Mongondow disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman Inspektorat Daerah 
.dalam rnelaksa nakan tugas pengawasa?. 1 

BUPATI 'BQLAAN~'MoNaotmbw. tjl. 
,/' : (r- 

../ 

7. 43 (ernpat puluh tiga) UPTD; dan 
8. 200 (dua ratus) r>esa. 

E. PENUTUP 

I I 

. 
4. 15 (lin;ia betas) Kecamatan; 
5. 2 (dua) Kel ur ah an ; 

, I 

6. 2 (dua) BU\10; 

I I I D. OBJ EK PEMERIKSAA{\f 

1: 2 (dua) Sekretariat; 
I I . 

2. 25 (duapuluh lima) Dinas; 
I 

3. 3 (tiga) Badan; 1 • 

Bolaang Morigoridow. , , 
I 

I t 

Besamya a.nggaran urituk pelaksanaan kegiatan pengawasan ditata pada 
I 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten 

Waktu pelaksanaan pengawasan diatur sesuai dengan materi pemeriksaan, 
I 

besaran anggaran, program / ke&iatan dan jumlah personil pengawas. 
I 

I 
4. Menetapkan Pembiayaan 

3. Menetapkan Waktu Peiaksanaan Pengawasan· 
I ' 

I 

I - Penanggungjawab; 

Perigendali Teknis; 

Ketua Tim; dan 

. '. 

Anggota Tim. 



.... 

t I 

.. 
,I 
I 

• I 

' I 

I ' • • 

. ' 

,· 
I 

I I 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR. 
I 

I I 

I , . I 

RAH 
2018 

' I 
Diundangkan di Lolak 

,, 

I I 

,Ditetapkan di Lolak 

pada tanggal g. - " - 2018 t 
BUPATI 8 AANG MONGONDOW, 1 

~ 

I I 

• I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
. r' 

PeraturaJ Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah 
; I ' 

Kabupaten Bolaang Mongondow. 

• I 

Peraturan. Bupati ini mulai berlaku' pada tanggal diundangkan. 
I . ' 

Pasal 3 

BAB,HI 

KETENTUAN PENUTUP ' 

' ' Ir 
1• I I 

I 
I 

I I. 

,#, l I L, 

PREDJO MOKOAGOW 
I ,, 


